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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam hukum 

pidana sering mempergunakan delik, sedangkan suatu Undang-Undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 

tindakan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal 

dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit yang terdiri dari tiga 

kata, yakni straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang 

diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan feit yang diterjemahkan 

dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri, biasanya tindak pidana 

diartikan sebagai delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.4 

KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah 

aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Tindak Pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

 
4 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, UNILA, 

Bandar Lampung, 2007, hlm. 8 
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Mengenai apa yang diartikan dengan tindak pidana (strafbaar feit) 

para sarjana memberikan pengertian sebagai berikut:5 

a. Simons 

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

b. Pompe 

Tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu pelanggaran kaidah 

(penggangguan ketertiban hukum), terhadap pelaku yang mempunyai 

kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk 

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan 

umum. 

c. Moeljatno 

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, 

yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". 

d. Utrecht 

Utrecht mengajukan pengajuan peristiwa pidana, karena istilah 

peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen/doen,positif) atau 

 
5 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana:Memahami Tindak Pidana, Rangkang Education, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 18 
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melalaikan (verzuin atau nalaten atau niet-doen, negatif) maupun 

akibatnya.  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila: 

1) Melawan hukum 

2) Merugikan masyarakat 

3) Dilarang oleh aturan pidana 

4) Pelakunya dapat dijatuhi pidana 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut 

pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para 

ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan 

bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku ialah sebagai berikut:6 

1. Perspektif Teoritis 

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

a. Perbuatan Manusia 

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik 

perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat 

atau melalaikan kewajiban) 

 

 

 
6 AZ Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Ysif Watampone, 

Jakarta, 2010, hlm. 115 
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b. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau 

melawan hukum yang berlaku. 

c. Diancam dengan Pidana 

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah 

ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai 

hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. 

d. Kemampuan Bertanggungjawab 

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan 

bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan 

mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 

e. Kesalahan (Schuld) 

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam 

melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan 

unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. 

2. Perspektif Undang-Undang 

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana 

dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang 

spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus 

memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut 

agar dapat dijerat dengan hukuman. 
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Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencabulan, pasal 

perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan akan 

mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti 

perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, misalnya mencium-cium, 

meraba-raba anggota kemaluan, tujuannya untuk memenuhi 

kepuasaan tersendiri secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, 

dan lain sebagainya. 

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut :7 

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, 

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, 

3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, 

4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, 

5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat. 

B. Tinjauan Tentang Pencabulan  

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia ”Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji 

sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, 

ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, 

memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji 

dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”. Cabul adalah 

 
7 Ibid, hlm.120 
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keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan 

seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.8 

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual 

yang dilakukan seorang pria/perempuan terhadap anak di bawah umur baik 

pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan 

memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang 

dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri 

utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara 

yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual mengenai tindak 

pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu 

melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah 

terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya 

dan pada orang itu terdapat kesalahan. 

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa 

bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:9 

a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). 

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti 

tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan 

perlakuan pelaku. 

c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

 
8 Adami chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 80 

9 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Cetakan 2, Jakarta, 1993, hlm. 56 
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tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan 

fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan 

ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak 

dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu 

kejahatan. 

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 76D 

dan Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak dirinci unsur nya menjadi sebagai berikut:10 

a. Setiap orang 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

dalam pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian “setiap orang”. Hal ini 

berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan 

maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam Undang-

Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan 

(toerekening van baarheid). 

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan 

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

 
10 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 

hlm. 26-27 
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secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman 

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum. 

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini :11 

1) Perbuatan cabul dengan kekerasaan, yaitu melakukan kekerasan dalam 

bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat 

orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat 

mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai 

segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. 

Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, 

dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak 

lain untuk mencapai keinginan pribadinya. Pasal 289 KUHP, menyatakan 

bahwa:“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, 

kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.  

2) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak 

berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri 

ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak 

berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta 

tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki 

 
11 Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak, 

Media Pressindo, Jakarta, 2018, hlm. 1-3 
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dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan 

tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan 

seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP, 

menyatakan bahwa :“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal 

diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”. 

3) Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang, membujuk atau merayu 

ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain 

agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk 

mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan 

sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk 

korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi 

kelamin. Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan :“Barangsiapa membujuk 

seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 

belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan 

dengan orang lain”. 

4) Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari 

pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya 

agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, 

atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun 

menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataannya perbuatan 

pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa 
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barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkap nya untuk 

menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang 

dimana ingin mengikuti perkembangan zaman. Pasal 293 ayat (1) KUHP, 

menyebutkan :“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 

barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, 

atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan 

baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.  

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut 

hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan 

mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, 

sehingga berakibat merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah 

anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah 

tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik 

yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh 

pelaku. Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti 

belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial 

seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku 

baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang 

dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.12 

 
12 Theo Lamintang, S.H, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2011, hlm.113-114 
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C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa 

belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal 

responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan 

kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan 

apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana.13 

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana 

diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan 

pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana 

karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas 

legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas 

kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika 

ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.  

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada 

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena kesalahan merupakan penentu 

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. 

Maka untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi 

beberapa unsur, yaitu:14 

 

 
13 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 185 
14 Marhus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155 
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a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; 

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk 

kesalahan; 

c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga 

penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi 

dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana 

adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana 

dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 

dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena 

melakukan perbuatan tersebut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa 

kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, 

kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.  

Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, 

namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak 

terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. 

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme 

yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang 

telah disepakati.  
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Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah 

beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran 

tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. 

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal 

atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun 

seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila didalam dirinya 

ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan 

bertanggungjawab seseorang. 

Ada beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana 

diantaranya yaitu sebagai berikut:15 

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan 

suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya 

pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat 

dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu 

bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan 

kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. 

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga 

macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta 

akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu 

 
15 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 

Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21 
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untuk mengakui bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan 

ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. 

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-

unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai 

pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan 

akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya 

sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas 

culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas 

kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan 

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Apabila seseorang 

telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan 

dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah 

diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban 

nya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk 

menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan 

aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.16 

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan dipidana atau 

tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang 

memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus 

terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan 

 
16 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2015, hlm. 33 
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pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut 

Sudarto, yaitu: 

1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok 

pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila 

tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai 

dengan asas legalitas yang kita anut. 

2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua 

KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.  

3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; 

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin 

yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-

bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Atau dengan kata lain, mampu 

untuk menghindari sifat melawan hukum. Jadi, paling tidak ada dua 

faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu 

faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan 

kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas sesuatu yang 

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
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4) Tidak ada alasan pemaaf 

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan 

tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu 

tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus 

menjadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu 

tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang 

karena faktor-faktor dari luar dirinya. 

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang 

bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban 

pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai 

unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana 

makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.17 

D. Sanksi Pidana Pencabulan Terhadap Anak 

Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau 

nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana 

merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana, pidana adalah 

hukum pidana itu sendiri. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut 

sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak. Adapun jenis-jenis sanksi 

 
17 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2012, hlm. 85 
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yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan 

pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif.18 

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara 

khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU 

RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak sebagai berikut, yaitu:19 

Ketentuan Pasal 81berbunyi sebagai berikut : 

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

Tahun dan paling singkat (3) tahun dan denda paling banyak 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

Ketentuan Pasal 82 berbunyi sebagi berikut:  

 
18 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, jakarta,2016, hlm. 50 
19 Ibid, hlm. 55 
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1) Unsur “Barang siapa” dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau 

pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. 

2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 

membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul”.  

Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan anak terhadap anak 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 76E dan Pasal 82.20 

1. Pasal 76E : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 

2. Pasal 82 ayat (1) : “setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dana denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima miliyar rupiah)”. 

3. Pasal 82 ayat (2) : “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik 

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 

 
20 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 12 
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Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76E 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Setiap orang Merupakan unsur subjektif yang berarti adanya 

pelaku (orang yang dapat bertanggung jawab) yang melakukan 

perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal ini.  

b) Dengan sengaja Merupakan unsur subjektif yang berasal dari 

dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku telah melakukannya 

secara sadar, mengerti dan benar-benar menghendaki perbuatan 

yang ia lakukan.  

c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur 

yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, 

serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujukan yang 

dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak melakukan 

sesuatu yang dikehendaki oleh si penipu.  

d) Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul Ini 

merupakan unsur terakhir yang merupakan tujuan utama dari 

sipelaku.21 

 

 
21 Ibid, hlm. 15 
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E. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan 

1. Dakwaan Tunggal 

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, 

karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau 

dakwaan pengganti lainnya. 

2. Dakwaan Alternatif 

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara 

berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 

digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang 

paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun 

dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang 

dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah 

terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya 

menggunakan kata sambung. 

3. Dakwaan Subsidair 

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri 

dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan 

maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. 

Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang 

diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang 

diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini 
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harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan 

lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara 

tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang 

bersangkutan.  

4. Dakwaan Kumulatif 

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, 

ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak 

terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari 

dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa 

melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan 

Tindak Pidana yang berdiri sendiri. 

5. Dakwaan Kombinasi 

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan 

atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif 

atau subsidair.22 

 
22 Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, 

Jakarta 1999, hlm. 36 


